BAB IV
PENUTUP

KESIMPULAN
Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka untuk -
mengakhiri tesis ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan yang

dapat ditarik sebagai berikut : -

- a. Arti dan makna dari Pasal 13 ayat (4) UUHT yang berdasarkan

memorie van toelichting (risalah rapat pembentukan UUHT)

menyatakan perbedaan pendapat yaitu :

- Pemikiran perwakilan FPP berkaitan dengan “tanggal hari
ketujuh” unituk dibuatkan buku-tanah Hak Tanggungan
sebagai bukti lahirnya Hak Tanggungan, seharusnya
menggunakan kata “paling lambat® atau “selambat-
lambatnya” adalah merupakan hal yang periu mendapatkan
perhatian. Sehingga datam praktek, tidak perlu pejabat
Kantor Pertanahan, menunggu tujuh hari  setelah
penerimaan APHT beserta warkah secara lengkap dikirim
oleh PPAT, tetapi bila sebelum tujuh hari ternyata APHT
beserta warkah telah lengkap dikiim oleh PPAT maka
pejabat Kantor Pertanahan dapat langsung membuat buku-
tanah Hak Tanggungan yang bersangkutan.
Hal ini juga dapat dijadikan upaya untuk memacu agar
pejabat Kantor Peﬁanahan lebih efektif dan efisien dalam
melakukan pekerjaannya. Jadi pejabat Kantor Pertanahan
tidak perlu menunggu untuk melakukan pekerjaan
pembuatan buku-tanah Hak Tanggungan dan
penanggalannya hanya pada hari ketujuh setelah pengiriman
APHT beserta warkahnya secara lengkap dikirim oleh PPAT.
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Pendapat ini juga untuk menghindari suatu peristiwa di mana
terjadi suatu sita, terhadap tanah dan/atau benda-benda
yang berada di atasnya yang dijadikan jaminan tersebut,
yang terjadi sebelum hari ketujuh. Peristiwa tersebut
ternyata dalam kondisi sekarang ini sudah mulai terjadi.
Mengenai hal ini tentu berkaitan juga dengan perlindungan
hukum apa yang dapat diberikan UUHT bagi penerima Hak

Tanggungan (yang perlu penelitian lebih lanjut).

Pendapat vyang dikemukakan oleh perwakilan dari
pemerintah/Menteri Negara Agraria dan Fraksi ABRI, yaitu
tanggal hari ketujuh mengenai tanggal buku-tanah Hak
Tanggungan  berkaitan dengan  pendaftaran Hak
Tanggungan adalah bersifat eksak, artinya hanya ada satu
hari saja, dengan tujuan untuk memperoleh kepastian
saat pendaftaran, adalah beralasan apabila dilihat dari
sudut pandang yang berbeda. Di sini  pemerintah/Menteri
Negara Agraria dan Fraksi ABRI memberi pendapat bahwa
mengenai hanya satu hari saja untuk pembuatan tanggal
buku-tanah Hak Tanggungan tidak akan menimbulkan
masalah jika PPAT dapat dengan segera mengirimkan
APHT dan melengkapi warkahnya dengan segera.
Perhitungan mengenai hari ketujuh sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayrat (4) yang dipertegas dalam Angka 6
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nomor 5 Tahun 1996 Tentang pendaftaran Hak Tanggungan
justru setelah dipenuhinya persyaratan penerimaan secara
lengkap APHT beserta warkahnya. Jadi dengan demikian,
maka akan tergantung kepada kapan PPAT bisa melengkapi
warkah lainnya ke Kantor Pertanahan setempat, mulai sejak
itulah dihitung tujuh hari kemudian, tanggal untuk buku-

tanahnya. Pendapat ini juga memacu agar PPAT dalam
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melakukan pekerjaannya berkaitan dengan pengiriman
APHT beserta warkahnya secara lengkap dapat dilakukan
- secepat mungkin, tidak perlu menunggu sampai hari ketujuh
(karena selambat-lambatnya tujuh hari). Jadi rumusan isi

Pasal 13 ayat (4) menjadi tetap tanpa perlu ada perubahan.

Adanya sita terhadap obyek Hak Tanggungan yang dibebani
Hak Tanggungan, yang dapat terjadi sebelum hari ketujuh
dilakukan pendaftaran Hak Tanggungan dengan bentuk
pemberian tanggal buku-tanah Hak Tanggungan, yang saat
ini mulai terjadi dan menimbulakan kerugian bagi pihak
penerima Hak Tanggungan, dapat diantisipasi sebefumnya.
Cara yang paling efektif dilakukan, sebelum pendaftaran
dilakukan dan Hak Tanggungan dinyatakan lahir maka pihak
penerima Hak Tanggungan/ kreditur diharapkan tidak
mencairkan dananya terlebih dahulu karena belum menjadi
kreditur preference. Hal ini dilakukan untuk menghindari
suatu kerugian dikemudian hari. | .

Seperti  diketahui bahwa untuk pembebanan Hak
Tanggungan diawali dengan pembuatan perjanjian pokoknya
berupa perjanjian utang-piutang/ perjanjian kredit yang telah
dibuat oleh pemberi dan penerima Hak Tanggungan
dihadapan Notaris. Pernyataan mengenai pencairan dana
akan dilakukan setelah adanya pendaftaran Hak
Tanggungan {lahirnya Hak Tanggungan), dapat dinyatakan
secara tegas dalam salah satu Pasal perjanjian utang-
piutang/ perjanjian kredit tersebut. 7
Apabila pencairan dana dilakukan oleh penerima Hak
Tanggungan/  kreditur  sebelum  pendaftaran  Hak
Tanggungan (lahirnya Hak Tanggungan) ke Kantor
Pertanahan, maka segala resiko dan akibatnya, seperti

adanya sita menjadi 'tarnggungannyé, kecuali diperjanjikan
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sebelumnya bahwa penerima Hak Tanggungan/ kreditur
bersedia menanggung kerugian atas pemberian dana
kepada pemberi Hak Tanggungan/ debitur. Keadaan ini
harus sudah diketahui oleh penerima Hak Tanggungan,
bahwa ia belum menjadi kreditur preference apabila Hak
Tanggungan belum didaftarkan ke Kantor Pertanahan
dengan dibuatkan tanggal buku-tanah Hak Tanggungan

sebagai lahirya Hak Tanggungan yang dimaksud.

Arti dan makna dari Pasal 13 ayat (4) UUHT yang berdasarkan
penafsiran perundang-undangan, dapat dilakukan penafsiran-
penafsiran :

- otentik, karena Undang-undang sudah memberikan
kepastian mengenai arti dari tanggal buku-tanah Hak
Tanggungan sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 13
ayat (4) UUHT.

- sistematis, berdasarkan Pasal 13 ayat (2) UUHT dan Pasal
13 ayat (4) di dalamnya mengatur mengenai ketentuan
waktu, dalam Pasal 13 ayat (2) UUHT menggunakan kata
“selambat-lambatnya’ maka pemberlakuan mengenai waktu
juga dapat diterapkan dalam Pasal 13 ayat (4) UUHT
dengan menggunakan kata “selambat-lambatnya™.

- sosiologis, karena berdasarkan kondisi-kondisi yang terjadi
sekarang ini dengan adanya suatu sita terhadap obyek Hak
Tanggungan sebelum hari ketujuh dibuat tanggal buku-tanah
Hak Tanggungan menyebabkan ketentuan Pasal 14 ayat (4)
UUHT menjadi tidak relevan sehingga untuk menyesuaikan
dengan kasus yang telah timbul sekarang ini, perlu dilakukan

penafsiran berdasarkan penafsiran sosiologis.

1.2. Peran serta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dimulai dari

tahap pemberian Hak Tanggungan, yang kemudian dilanjutkan
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ke tahap pendaftaran Hak Tanggungan, dengan diawali
kewajiban PPAT untuk mengirimkan APHT yang bersangkutan
beserta warkahnya secara lengkap ke Kantor Pertanahan
setempat. Timbul permasalahan hukum berkaitan dengan pihak
yang wajib mengirimkan APHT yang sudah ditandatangani para
pihak (penerima dan pemberi Hak Tanggungan dihadapan

PPAT) ke Kantor Pertanahan tadi. Hal ini disebabkan karena

dasar hukum penunjukan mengenai siapa-siapa pihak yang

wajib melakukan terdapat pertentangan antara UUHT dengan
peraturan pelaksananya, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Dalam Pasal 13 ayat (2) UUHT dan penjelasannya, yang
wajib  mengirimkan APHT vyang bersangkutan beserta
warkah yang sudah lengkap adalah PPAT, pegawainya dan
pos tercatat. Namun pengaturan mengenai pihak yang dapat
mengirimkan, inkonsistensi dalam peraturan pelaksananya
yang berkaitan dengan pendaftaran ini. ,

2. Dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) berikut penjelasannya
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang
Pendaftaran Tanah, yang wajib mengirimkan APHT sebagai
salah satu bentuk akta yang dibuat oleh PPAT disamping
akta-akta lain adalah hanya PPAT tanpa disebutkan pihak
lain.

3. Dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun
1996 Tentang Pendaftaran Hak Tanggungan yang
dikeluarkan tanggal 30 Mei 1996, pihak yang dapat
mengirimkan APHT berserta warkahnya secara lengkap
adalah PPAT, bila letak kantornya jauh dari Kantor
Pertanahan dapat melalui pos tercatat, dan penerima Hak
Tanggungan yang bersedia menyampaikannya. .

4. Dalam Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 110-1544 tertanggal 30 Mei
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1996, pihak yang dapat mengirimkan APHT berserta
warkahnya secara lengkap adalah PPAT dan PPAT
mempunyai kewenangan memilih untuk mendelegasikan
kepada petugasnya, penerima Hak Tanggungan atau pos

fercatat.

Adanya perluasan mengenai pihak-pihak yang dapat mengirimkan
APHT yang seharusnya kewajiban PPAT berdasarkan UUHT, telah
memberikan  kekaburan  dan menyebabkan . pertentangan,
kebingungan serta ketidakpastian hukum pada saat pelaksanaannya
dalam praktek. Selain itu dasar untuk membentuk peraturan
pelaksananya tersebut diambil bukan dari isi Pasal 13 ayat (2) UUHT
melainkan dari penjelasan pasalnya, hal ini bertentangan dengan
asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi karena
tidak memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, maka peraturan pelaksana UUHT yang
berkaitan dengan pendaftaran tersebut seharusnya tidak mempunyai

keabsahan dan daya berlaku.

Saran

2.1. - Adanya beberapa permasalahan yang menyangkut “tanggal
hari ketujuh" dalam redaksi Pasal 13 ayat (4) UUHT dan juga
perbedaan sudut pandang pengertiannya maka penulis
memberikan saran sehagai berikut :

1. Redaksi Pasal 13 ayat {(4) UUHT tidak perlu dirubah begitu
saja, dengan tujuan memacu PPAT untuk lebih dapat
bekerja secepat mungkin mendaftarkan APHT beserta
warkahnya secara lengkap (walapun ada ketentuan dalam
Pasal 13 ayat (2) UUHT selambat-lambatnya hari ketujuh).
Tindakan PPAT yang dengan cepat mendaftarkan APHT

beserta warkahnya secara lengkap tersebut justru akan
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membuat tanggal {ahirnya Hak Tanggungan yaitu dengan
pembuatan tanggal buku-tanah Hak Tanggungan oleh
Kantor Pertanahan pun akan menjadi semakin cepat.
Sehingga diharapkan kejadian-kejadian yang merugikan
berbagai pihak yang mungkin timbul dikemudian hari lebih
dapat dihindari. Jadi terhadap keberlakuan Pasal 13 ayat (4)
UUHT ini, perlu mendapat perhatian yang serius di
kalangan PPAT, agar diutamakan dalam pekerjaan yang
berkaitan dengan jaminan dengan segera (secepatnya,
tanpa menunda-nunda) melengkapi APHT beserta
warkahnya dan mengirimkan secepatnya langsung ke
Kantor Pertanahan (walaupun dalam penjelasan Pasal 13

ayat (2) UUHT dapat melalui pos tercatat).

. Redaksi Pasal 13 ayat (4) UUHT apabila memang
dimungkinkan untuk dirubah, maka dapat digunakan kata
“selambat-lambatnya”, dengan tujuan memacu pejabat
Kantor Pertanahan dalam melakukan tugasnya vyang
berkaitan dengan pembuatan buku-tanah dan penanggalan
Hak Tanggungan dapat dilakukan dengan
segera/secepainya, “setelah PPAT mengirimkan APHT
beserta warkahnya secara lengkap, tanpa menunggu hari
ketujuhnya. Jadi begitu hari itu diserahkan oleh PPAT dalam
keadaan lengkap, langsung dibuatkan buku-tanah Hak
Tanggungan dan diberi penanggalan pada hari yang sama,
sehingga Hak Tanggungan dapat berlaku dengan cepat
pula. Diharapkan kejadian mengenai adanya sita sebelum

tanggal hari ketujuh dapat diminimalkan.
. Mengenai sita sebeium tanggal hari ketujuh, yang dapat
merugikan pihak penerima Hak Tanggungan dapat

diantisipasi dengan cara diperjanjikan dalam perjanjian
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2.2.

utang-piutang/ kredit yang dibuat di antara para pihak
dinadapan notaris, yang isinya bahwa dana baru akan
diberikan kepada debitur apabila Hak Tanggungan sudah
lahir dan menyebabkan kreditur preferen (kecuali kreditur
bersedia menanggung resiko). Terhadap masalah
pencairan dana yang baru keluar setelah Hak Tanggungan
lahir, harus menjadi perhatian para penerima Hak
Tanggungan/ kreditur atau jika perlu hal ini diingatkan oleh
notaris kepada para pihak. Masalah ini perlu disampaikan
kepada para pihak oleh notaris dengan tujuan melindungi
semua pihak dan menghindérkan hal-hal yang dapat

merugikan salah satu pihak.

Untuk memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian

hukum, sebaiknya peraturan pelaksana yaitu :

- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Pendaftaran Hak
Tanggungan, yang dikeluarkan tanggal 30 Mei 1996,

- Surat Edaran Menteri Negara .-Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 600-1035A Perinal Persyaratan
Pendaftaran Hak Tanggungan, yang dikeluarkan tanggal 18
April 1996; dan

- Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 110-1544 Perihal Penyampaian
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Pendaftaran Hak
Tanggungan, yang dikeluarkan tanggal 30 Mei 1996.

dari UUHT khususnya yang menyangkut Pasal 13 UUHT periu

diadakan pembaharuan karena berdasarkan asas

pembentukan  perundang-undangan,  peraturan-peraturan

pelaksana fersebut tidak memenuhi keabsahan dan daya
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berlaku suatu peraturan karena isinya bertentangan dengan

-. Undang-undang Hak Tanggungan.

Sistem komputerisasi di bidang administrasi pendaftaran hak
atas tanah termasuk Hak Tanggungan yang didukung oleh
sumber daya manusia yang handal sudah saatnya mendapat
perhatian yang lebih serius dari pemerintah, guna mewujudkan
pelayanan yang cepat dan efisien serta memberikan informasi
yang lebih luas dan terbuka, seperti halnya dalam pendaftaran
Perseroan Terbatas (sisminbakum), dengan tentu saja tidak
melupakan asas kepastian hukum dan perlindungan hukum

bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
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